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LEMBARAN•·--UAERAH 

KABUPATEN DAERAR TINGKAT ll SEMARANG 

NOMOR : ll TA.HUN ; 1981 - SERI : · C NOMOR : l 

, PERATURA.N DAERAH - -
-- KABUPATEN 'DAERAII- TINGKAT. "II SEMARANG 

NOMOR 20'T:AHUN 1980 
'r E N"T ANG 

PENYERAGAK.AN PE?lOJ,jORAN PEBUMAHAN 

. :..... 

DENGAN IUIIMAT TUB.AN YABG -MAHA. ESA - >,;•:, 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,_ <<. 

Meni~bang: a. ba_hwa guna ter-ci,.pta,nyEl su~sapa; i1IJ.g 
- ·. -ktmgi:,h1 'yang lebib : ilidah dan · ter-tib , 

--~- q.ipcl.D;dang __ pei"lu_.aaengadaka1t.Pe-
•-nyeragaman··-terha.<iap ··perq.berian· nomot, 
no11or l"UJll,llh penctudulc, bang'i:maD - b11, 
ngu:qa.~ toko, ~ntor __ d,11.11 seb<lgaiilye" __ 

--- dalam aelurtih :wU~y:al;l -Kabupaten DaJt 
· rah Tingkat II Semarang -; -

· _ b. _-bah1ra -d~l~iri• pelaksanaan penyelengg& 
raan periyeragaman:penomoran perumah 
an tersebut perlµ mengikutipedomaJl 
yang ditentukan_ oleh•'.Gtibernur -Ke- -

· pala -Da.erah Tingkat I· Jawa Te.ng•h -... 
sebagaima.na terse but dalam -sura:t 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
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J-awa Tfimgah tangga.l 25 April 1978 
No.OP~l40/l/? ; 

c. bahwa u.n-tuk mengatur maksud huruf 
(a) dan (b) tersebut, perlu di
tetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Seu
.rang tentang Penyeragaman Penomoi: 
an Perumahan. 

Hengingat: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

.di Daerah (Lembaran Negara R.I. 
Nomor }~ i Ta~bahan Lembaran Ne
gara Nomor 3037 ) ; 

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Propi.Jl 
s1.Jawa Tengah; 

3. Undang-undang No. 12/Drt. Tal'J.un -
1957 tentang Peratu.ran Umum Retri 
bus:1. De.er ah. 

Dengan persetujuan Dewan P~rwakilan Rakyat Dae
rah Kabupaten Da.erah Tingk9t II. Semarang. 

)!!EMUTUSKAN 
Menetap~:~ F.ERATURAN D.ilERAll KABUPATEN DAERAH 

·?:<. fINGKAT II SEMARANG TENTAliG PENYER;A 
· · GAMAN PENOMORAN PERUMAHAN. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang di-
ma.ksud dengan: · 

a. Pemerintah Daerah adalah PemeriA 
tah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang; 

b. Bupat.i Kepal.a Daerah. adalab ·BUPA, 
.ti Kepala·Daerab 'l.'ingkat; II. Se-
marang ; · · · 
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c. :::=~anba= ~~d~!n~ 
an yang lain·. dalam ~layah Kabu·pA 
.ten Daerah Ti-ngkat ·11 · Seurarang ; 

d. Jalan Prot~kQ:l adalah jaring~ j& 
. lan Utama yang meng·ll:ub.un_alaln kota 

,Semarang - So).o dan atau _Semarang 
.. '4age_lang ; · · 

e. Jalan raya adalah jaringan jalan 
besar yang disebut dalam Surat K~ 
putusan Bupati Kepala Daerah; 

t. Kampung/Pedesaan adalah semua I.tam 
pung/deea yang disebut dalam Su
rat Ke·putusan Bupati Kepal a. Dae
rah; 

g. Kas Daerah adalah Kas Daerah · Ka
bupaten Daerab Tingk.at II · ·.sema
rang; 

h. Badan adalah semua badan dan p.~r-
or anga_n .• 

Pasal 2 · 
(1) Setiap Perumahan harus diberi n.2, 

mor dan d-iny~ta~n _d-engan·. Plat 
Nomor . · . · · · · • 

(2) ?fomor. peruma:han sebagai dima~ud 
dala1;1 ayat (l) Pasal in1 ditent.u 
kan oleh Pemerintah Daerah . 

(3) · Pelaksanaan · penyelenggaraazi · no
. mor perumaha:n dilakukan ol;elf. Bu

pati -K-epala Daerali. · · 

·Pasal 3 
_Okuran Plat Nomor perumahan · di - · 
gol9ngkan dala~ 3 (tiga ) type/ · 
bentult .yaitu type ·A, type B · dan 
typ~ c. . . . 
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a. Type A adalah .Plat nomor perwnahan 
nganuk.uran l? X 32 Cm; dipas~ng 
perumahan yang terletak di tep1 
Protokol atau Jalan Raya. 

de .. 
pada 

;Jal.an 

b. Type B adalah Plat Nomor perumab.an · de
ngan ukuran 14,5 X 27 Ca; dipaaang pada 
perumahan yang terletak di dalam gang dan 
jalan yang ditentukan oleh Bupati Kepala 
Daerah. 

c. Type C adal~h Plat nomor perumaban de- . 
ngan ukuran 12 X 22 Cm;dipasang pada pe- . • 
ruma.han yang terletak di Kampung/Pedesaan •. q 

(3) Bentuk/Type Plat nomor, warna dasar / nqmor 
perwnahan dan komposisi gambar di atur da-
1.am Keputusan Bupati Kepala Daerah. 
Bahan yang dipaka1 unt\llt pembuatan plat no
mor perumahan diusahakan dari bahan yang 

· tahan karat. 

Pasal 4 
(1) Pemberian nomor perumahan d1laksanakan se

cara urut dimula1 dari angka yang paling 
kecil.(nomor l) sampai dengan angka yang 
paling besar dan d:l.mulai .dari jalan ·m&Suk 
suatu jalan tertentu dengan mengambil titik 
pusat arah ma.ta angin dari. Timur ke Barat • 
Utara lte Sel.atan, Tenggara ke Barat Laut -
atau dari T:laur Laut ke Barat Daya. 

(2) Pemberian nomor perumahan yang tidak dapat 
d1laksanakan aesuai dengan ketentuan se
bagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,di
atur lebih lanjut dengan Bupati Kepal.a Dae-
rah. · 

P~sal 5 
· Pemberian nomor perumaha.n yang terletak di 
dalam gang dimulai dari mUlut gang. 
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Pasal 6 
:;{i'.:i:irPemberian ·-nomor perumaban rang tar let~ 1~;l ~tau ·:d-1.· 'dalam gang yang letaknya --diantara 
:;.~:,,-,;:,)j,9.::L.an protokol. dan jalan raya atau antara 
[ \i,- 2 · .(d.ua) jalan ra.ya· dilakultan 11enurut .. ke-
.·-··· -tentuan sebagaimana dimaksud di dalam a-yat 

(1) pasal 4 Peraturan Daerah inio 
Paeal 7 

(1) . Perumaban yang terletak d1 sisi kiri jalu, 
gang diberi nomor dengan angka. ganj11 1 se
dang yang terietak di sisi ka~an diberi dA 
ngan angka. genap. · 

(2) Untuk aenentukan sisi kiri atau sisi kiri 
kanan, diambil pedoman sebagaimana 
yang berdiri dengan menghadap arah 
angin sebagaillana dimaksud dalam ayat 
pasal 4 Peraturan Dae-rah ini. 

Pasal 8 

orang 
mat.a 

(1) 

Suatu kompleks yang terdiri lebib dari sa
tu peru.maban1 maka pemberian nomornya da
·:e,at dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat 
(2) pasal 9 Peraturan Daerah ini. 

Pasal 9 
(1) Perumahan yang didirikan &emudian di atas 

tanah mi1"t aaal salah satu perumahan yang 
telah bernomor, peaberian nomornya dilaku~ 
kaD denga,n menggunakan nomor --peruaahan yang 
beraangkutan d•ngali menam.babkan abJad - hu
ruf latin di belakang angka. 

(2) Apabila yang didirikan di atas tanah · te., 
sebut aebagaimana dimaksud dalam ketentuan 
ayat (l) pasal ini, lebih dari sat~ _ pe
r~han, -pemberian nom.ornya- dilakuka:n· ·de-

f 

.. • .: 'ngan . menggunakan noaor perumahan yang ber-
- sangkutan dengan men.ambahkan abjad · huru.f 

latin di belakang angka secara berturut
turut. 
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. Paaal 10 

Setiap pemilik atau lmasany:a atasse'bidang ta 
· nah yang belum/akan .didi.1'"1kan perwaaban; di

wajibkan untuk menyediakan nomor-perumahan Ull 
tuk sewaktu-waktu Mpergunakan apabil-a. di-. 
perlukan. 

Pa:sal 11 
(l) Pemilik, orang atau auatu badan yang me-·, 

nguasa1 atau menggunakan perumahan ·yang 
telah diberi nomor perumahan dikenakan bi 
aya sebagai penggant1 Jasa yang besarnya 
ditetapkan dengan surat Keputuaan Bupati · 
Kepala Daer ah _atas persetujuan . Dewan· Per- • 
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Da.erah 
ftngkat II Semarang. dengan berpedoman PA 
da Surat Guberuur Kepala Daerab fingkat I 
Jawa Tengah tanggal 2 Oktober 1980 No.414 · 
3/17908 tentang Penyeragaman Penomoran -
Rumah Panduduk, Bangunan. Toko dan lain s1, .·. 
bagainya. · 

(2) Pemilik a.tau penghuPi perumahan yang ti- · 
dak mampu ya:ng didasarkan. atau.surat ke
terangan yang dikeluarkall oleh Kepa.la De- ' 
sa atau pejabat yang berwenang dibebaskan , 
dari biaya sebagai dimakaud dalam ayat(l) · 
Pasal ini. · · 

Pasal l2 
(1) Semua pendapatan dari penggan.tian . _ biaya : 

sebagai di'maksud · dalam: a.yat. · (1) .· Pasal 11 
Peraturan Daerah ini dima.ksukkan ke>·. Kas · 
Daerah. 

(2) Pembiayaan u.ntukpenyelen:ggaraan pemberi-
. an penomoran pertµ1.ahan dibebankan · kepada , :J 

Anggaran Penc1apatan dan Belanja _Daeralt. 
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iL~la Kel~g~, Pengurus, Pemilik .a tau·. Peng
ff; ' · : •·· •· suatu perumahan diwajibkan Wltuk .me1.11elih& · 
L!-la, Plat nomor perumaban masing-masing yang te
frl-ie.h dipasang agar tetap tampak bersih dan ter
, · .. pa~~ng ditempatnya dengan ~aik. 

(l) 

(2) 

Pasal 14 
Pemberian nomor perumaban berl.altu untuk -
jangka. waktu 5 (lima) tahun. 
Setiap 5 (lim.a) tap.un sekaJ.1 diadaka~ her&, 
gistras.i dan di.aaakan pembalµiruan nolior pt_ 
rum.ahan. 
Nomor Perumahan yang dianggap oleh Bupat1 
Kepala Daerah sudah tida~ memenuhi syarat. 
harus diperbaharui (diganti). 

Pasal 15 
Apabila nomor perwnahan berdasarkan Peraturan 
l>aerah ini telah dipasang, aaka nomor perwaah-
8!1 ,a ng lama diharuskan untuk sementara - tetap 
dipasang di dalaa rll&ng tamu -perumaban yang 
beraangkuta.n sampai deDgall heregistrasi nomor 
peruaahan yang_perta11a. 

Paaal 16 
Kepala Keluarga, . ~engurus, Penghwii atau Pe
tilik suatu .. ~rumahan yang melanggar ketentuan 
,asal 2 ayat (1), 10, 13 dan pasal 15, d1ancam 
&tengan hukuman kurungan sela11a-lamanya 7 (tu
~uh) hari atau denda setinggi:,;.tingginya -
Jli. 10.000,- ( ,,sepululi ribu rupiah - ). 

/ · Pasal 17 . / . . . 

&.l-1:1Al Y!3-j{g · belum diatur dalam Perat:uran Dae-
tah. ini -~!1 diatur kemudie,n, seplllljang 11eng.e- __ .::- . 
nai pel~~sanaannya.-· ·. · :· ·: . · · · · . _ . . .·· I . . .. : 

·/ 8? If 
// 
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PeraturaD Daerah in1 11,~'lai b~rlaku- 'pada - ;#nggal 1' 
diundangkan. - - - > _ • ___ - _ • , · _ • · . , \ : 

DEW.IN PERWAKILAB RAKYAi 
DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKA[' II SEMARANG; . 

KETUA 

_ ttd 

'BUPATI KEPALA DAEHAH 
- TJNGKAT · I 1 · 'SE'i,\A:RAN'G 

ttd --

_{;I 

l 

-r 
-~ 

(SIPAR HARDJO SOEMARTO) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO) 

,t.,kan dengan Surat Keputusan l,"¾upernUl" .Kft -_ 
pals. Da. - 'ii Tingkat I Jawa 'l'e.rigah T~nggal 28 AP- '. 
ril 1981 Noaor 1883/l.:l+0/l.981. · · ,-- _ .__ i , - _ · 

D1undangltan Dalu Le~baran -Daer ah - Kabutr ten 
Da.erah 'H.ngkat II Semarang Nomor ll tanggal 12 
Mei 1981 Seri C Nomor l. · ·· · 

- Pj,. Sela-etaris •· wtlayah/Dae~t1h. 

·nrs .- BAMBANG SRIWIDIYQKO _ 
-___ --_ JUP. 010026744. -_, · 
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PENJEL.ASAB 

NOMOR · 20 TAHUB 1980 

TEHTAHG 
PEBYERAGAMAB PENOMORAN RUMAH 

Perataran Daerah 1111 d1bentUk untu1c ••► 
berikan landasan hUku■ d.alam mene;atUI' penyeragaa 
an nom.or perumahan cialam rllayah Kabupaten Dae
rah tingkat Il_Semarang, Rumah-rumah penduduk, 
bangunan-.'bangµnan toko, QDtor dan bangunan .. {_ ~g 
J.ain. pads. umw,mya masing-mas111g tel.ah 11.emil.. . 
11omor perumaban dengan plat nomor dar1 .bi,:ban 
:ian bentuk yang berbeda-beda. Akan tetapi. ~e
baliknya ada pula perumahan suatu ·jalan tert,n;. 
tu mas1h k:1:ta · jumpa.1 belum memiliki nomor ;·.Re
rumahan. . ··· · 

-Dengan semald.n·bertambahnya pembangunan·~ 
perumahan, maka dijal.an-jalan tertentu Jdt• alta:n 
temui nomor-nomor perumahan yang sudah · · tidak 
11rut lag1 • _ . . . . .. :, . 

Bal-ha.l yang-dem:tkian di atas di samping· 
lkaD meniilr.blllkan kesan yang kura.ng sedap · ··di
pandang, juga dirasakan tidak ad.anya suatu lte
t.ertiban serta menyulitkan seseorang untuk meJl 
iapatkan sua.tu alamat tertentu. 

P,n;yeragaman penomoran perumahan yang di
adakan oleh Pemerintah DaeI"ah ini me111punyai Diak 
sud dan. tuj~n : . . · · 

a. Adanya tert1b nomor pe,rumaban sepan .. 
jang wajttu, walaupun bersamaan · dengan 
itu pembangunan perumaban.semakin hari 
semakin bertambah. · · 
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b. Mem.berikan .a-uaJu ·pelayana.·n ~ .la kepada J 
a.nagot.a aiasyar-akat luas , yai t.u ·· l>em.ta 1~ . 

. ' .. · ~.." . 
orang aka!l' aeraaa lebib; lll1l.dahi me:neau- I 
Iran 1H1atu ala•.t _ tertentu bal im: -cl'1~ :;: 
••b,abkan P;1UA.·ct1. dalall_ Perat.uraa Dae- t 
rah 1Di telah diberipn ketentuan: pa~ I 
doaan. yang cukilp lterarti bagi set.tap_ I} 
aasyarakat untuk aencar1 suatu nomor .:J 
peruma~ di s"Qatu jalan terte.nt~. ;~_ 

c. i'er~patnya sttatu keseraga:man di da- ., 
lam · peaberian nomor perWllahan • · baik 
mengenai bentuk, warna dan letak pe
masangannya. 

Pelaksana:an Peraturan Daerah illi membawa, 
. akibat-akibat huk.um yang besar di dalaa kehidu.a · .. 
an mas yarakat.. Oleh karena 1 tu. Pemerintab Dae;. · .. 
rah memberikan Illa.Sa tra:nsisi selama tidak. kU- :.· 
rang dari 5 (lilla) tahun untuk rae-ngadakan •:- ·. 
rnbahan da,;-i nomor perumahan yang: lama · ke n011or _·, 
perumahan yang b-aru berdaaarkan Peraturan · Dae.- ·· · 
rah ini. Ila-lam jangka waktu tersebut kemung~n ... ~. 
an beset~ timbul kes~litan-kesulitan did~~ ' 
lam 1J1eng~n suatu huoungan hllkuin antara iing
gota masyaJ"akat satu dengan laii:uiya atau antar.a . 
anggota masyarakat dengan suatu badan atau sua- . 
tu bada11 4enga1:1 badan yang lain. ; 
Mls~lnya suatu per~.ban·, keauno1nai1 akan ter- _;
jadi ha·l yang demi.ldan : dahulu meliggunakan: no- '.I 
mor da11gan angka ltec:11, aka:n tetal)i dengan Per.~ --~ 
aturu ~erah 1D1 telah ilganti . den~an __ noaor a , 
.r1111aha.n dengan .angka yang · la·ill/b•sar· atau se- : 
balilmya • aaka · hal ini · berarti perumaball ter·- ; 
aebut telah berubah · ala·u.tnya (nomornya) ~alau-"';'. 
pun liama jalan mas·ih teta·p anula. Oleh kar.ena .;- l 

itu penghuni a-tau pemilik peruaahan tersebut hf.·· 
rua ■engadak:an pemberitahuan atas perubahan · 
alamatnya sehingga pengiriman surat · kepadanya •·• . . 
atau pembuatan rekening air, listrik., Kartu '1'@ --; 
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}ij,,;)?enduduk iain seba.gainya atas na,manya diada
ij~ perubahan nomor perumahan. Penggantian buk
/J:1 pemilikan tanah, ijin usaha daii lain s.ebagai 
anya yang dengan perkataan lain semua perbua tan 
<la.lam art1 yang luas_yang menyangkllt alamat pe
rumahan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini Pemerintah Daerah 
ngatur sebaik-baiknya dan tu.rut pula 

__ pihak-pihak yang bersangkutan mel&lui 
yang ada di Daerah. 

akan me
membantu 

instansi 

pENJELASAN PA,SAL DEMI PASAL : 
Pasal l Cukup jelas. 
Pasal 2 

Pasal 3 s/d 7 
Pasal 8 

Pasal 9 s/d 14 
Pasal 15-

meliputi pemasangan dan peng -
gantian nomor perumahan. 

Cukup jelas. 
Dapat ditunjuk dengan contoh 
misalnya: asrama. beberapa ~ 
rumahan yang berdi.ri dalam s.u~ 
atu pekarangan yang ditunju.k. 
kan dengan batas perumahan. 

Cukup jelas • 
. Pasal ini banya berlaku bagi 

perumahan2 yang terltena pe;.. 
rubahan angka nomor perumaban, 
aehingga nomor yang dahulu/se
mula tidak sama dengan nomor -
;yang baru. 

Ketentuan dalam pasal ini dimaksud agar dalam 
masa peralihan nomor perubanan yang lama masih 
dapat dipakai untuk menyelesaikan peruba.nan 
alamat pada surat2 bukti pellilik dan surat ke
terangan lain dan lain sebagainya. 
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Dalaa pelaksanaan Jianti, agar perumabaD 
yang terkena peru'bahan ~gka · noD.tor dit>eri ~·urat 
k.eterangan. · 
Paaai 16 : Cukul) .. jelas. 
Pual 17 : Cukup · jelaa. 
Pasal 18 . _:_ -~ukup jelaa. 
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